
Revolusi industri keempat telah mengubah 

lanskap perekonomian global secara 

fundamental, tidak terkecuali di Indonesia. 

Platform digital seperti marketplace, ride-

hailing, financial technology (fintech), dan 

platform berbagi layanan telah menjadi 

infrastruktur ekonomi baru yang 

menghubungkan jutaan konsumen dengan 

pelaku usaha. Berdasarkan data 

Kementerian Komunikasi dan Informatika, 

nilai ekonomi digital Indonesia pada tahun 

2023 mencapai USD 77 miliar dan 

diproyeksikan tumbuh menjadi USD 210 

miliar pada tahun 2030, menjadikan 

Indonesia sebagai salah satu pasar digital 

terbesar di Asia Tenggara. 

 Di balik pertumbuhan yang impresif 

tersebut, terdapat realitas hukum yang 

paradoksal: kerangka hukum perlindungan 

konsumen Indonesia sejatinya belum 

berevolusi secara proporsional untuk 

mengimbangi kompleksitas ekosistem 

platform digital. Undang-Undang Nomor 8 

Tahun 1999 tentang Perlindungan 

Konsumen (selanjutnya disebut UUPK) 

masih merupakan instrumen legislasi 

utama yang mengatur hubungan 

konsumen-pelaku usaha, namun undang-

undang ini disusun dalam paradigma 

transaksi konvensional yang belum 

mengantisipasi model bisnis platform 

multisisi (multi-sided platform). 

 Kondisi ini menghasilkan 

serangkaian problematika hukum yang 

nyata. Pertama, dalam model bisnis 

platform digital, pelaku usaha tradisional 

telah bertransformasi menjadi ekosistem 

tiga pihak yang melibatkan konsumen, 

mitra usaha, dan platform sebagai 

perantara. UUPK tidak memberikan 

definisi normatif yang memadai atas peran 

platform digital dalam ekosistem ini, 

sehingga terjadi kekosongan hukum 

(rechtsvacuum) mengenai siapa 
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sesungguhnya yang harus bertanggung 

jawab ketika konsumen dirugikan. Kedua, 

mekanisme penyelesaian sengketa yang 

tersedia, baik melalui Badan Penyelesaian 

Sengketa Konsumen (BPSK) maupun jalur 

litigasi, tidak dirancang untuk 

mengakomodasi sifat lintas batas (cross-

border) dan kecepatan transaksi digital. 

Ketiga, penggunaan algoritma, kecerdasan 

buatan, dan pemrosesan data pribadi secara 

masif oleh platform digital telah 

menciptakan ketidakseimbangan informasi 

yang fundamental antara konsumen dan 

platform. 

 Berbagai upaya regulasi telah 

dilakukan pemerintah, di antaranya 

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 

2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan 

Transaksi Elektronik, Peraturan Pemerintah 

Nomor 80 Tahun 2019 tentang Perdagangan 

Melalui Sistem Elektronik, serta Undang-

Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang 

Perlindungan Data Pribadi. Namun 

demikian, regulasi-regulasi tersebut masih 

bersifat sektoral dan belum terintegrasi 

dalam satu kerangka perlindungan 

konsumen digital yang koheren dan 

komprehensif. 

 Berangkat dari permasalahan 

tersebut, penelitian ini merumuskan tiga 

pertanyaan penelitian utama: (1) Apa saja 

kelemahan struktural kerangka hukum 

perlindungan konsumen Indonesia yang 

berlaku dalam menghadapi ekosistem 

platform digital?; (2) Bagaimana 

kesenjangan regulasi perlindungan 

konsumen dalam konteks ekosistem 

platform digital di Indonesia?; dan (3) 

Bagaimana rekonstruksi kerangka hukum 

perlindungan konsumen yang responsif 

terhadap dinamika ekosistem platform 

digital? 

 Penelitian ini memiliki urgensi 

akademik dan praktis yang signifikan. 

Secara akademik, penelitian ini 

berkontribusi pada pengembangan teori 

hukum perlindungan konsumen digital yang 

masih dalam tahap formasi di Indonesia. 

Secara praktis, penelitian ini diharapkan 

dapat memberikan rekomendasi konstruktif 

bagi pembentuk kebijakan dalam 

memformulasikan kerangka regulasi yang 

lebih adaptif. Kebaruan (novelty) 

penelitian ini terletak pada pendekatan 

rekonstruksi yang tidak sekadar 

menganalisis kelemahan hukum positif, 

melainkan menawarkan arsitektur regulasi 

baru yang berbasis prinsip-prinsip hukum 

kontemporer dan komparasi dengan sistem 

hukum terdepan di dunia. 

  

METODE 

 Penelitian ini menggunakan metode 

penelitian hukum normatif (normative legal 

research) sebagai metode utama. Penelitian 

hukum normatif dipilih karena objek kajian 

penelitian ini adalah norma hukum, doktrin, 

dan asas-asas hukum yang berkaitan dengan 

perlindungan konsumen dalam ekosistem 

platform digital. Sebagaimana dikemukakan 

oleh Marzuki, penelitian hukum normatif 

adalah penelitian yang dilakukan dengan 

cara meneliti bahan pustaka atau data 

sekunder belaka. 

 

Pendekatan Penelitian 

 Penelitian ini menggunakan tiga 

pendekatan secara simultan. Pertama, 

pendekatan perundang-undangan (statute 

approach) digunakan untuk menelaah 

seluruh regulasi yang berkaitan dengan 

perlindungan konsumen dan platform 

digital, baik di tingkat undang-undang, 

peraturan pemerintah, maupun peraturan 

sektoral lainnya. Kedua, pendekatan 

konseptual (conceptual approach) 

digunakan untuk mengkonstruksi konsep 

hukum baru yang relevan dengan ekosistem 

platform digital, dengan merujuk pada 

doktrin-doktrin hukum kontemporer. 

Ketiga, pendekatan komparatif (comparative 

approach) digunakan untuk membandingkan 

kerangka hukum perlindungan konsumen 

digital di Indonesia dengan regulasi dari 

yurisdiksi lain yang dianggap lebih 

progresif, khususnya Uni Eropa melalui 

Digital Services Act (DSA), serta regulasi 

Tiongkok dan India. 
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Sumber dan Teknik Pengumpulan Bahan 

Hukum 

 Bahan hukum yang digunakan dalam 

penelitian ini terdiri atas tiga kategori. Bahan 

hukum primer mencakup: Undang-Undang 

Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan 

Konsumen; Undang-Undang Nomor 11 

Tahun 2008 jo. Undang-Undang Nomor 19 

Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi 

Elektronik; Undang-Undang Nomor 27 Tahun 

2022 tentang Perlindungan Data Pribadi; 

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019; 

Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019; 

serta berbagai peraturan turunan dan sektoral 

yang relevan. 

 Bahan hukum sekunder meliputi 

literatur hukum berupa buku teks, jurnal 

hukum, makalah ilmiah, hasil penelitian 

terdahulu, serta berbagai karya ilmiah yang 

membahas perlindungan konsumen digital. 

Bahan hukum tersier mencakup kamus 

hukum, ensiklopedia, dan berbagai dokumen 

yang memberikan petunjuk maupun 

penjelasan atas bahan hukum primer dan 

sekunder. 

 

Analisis Bahan Hukum 

 Analisis bahan hukum dilakukan 

melalui metode preskriptif-analitis. Bahan 

hukum yang telah dikumpulkan dianalisis 

secara sistematis untuk mengidentifikasi 

norma-norma yang berlaku, menemukan 

kesenjangan normatif, serta merumuskan 

rekomendasi rekonstruksi hukum. Teknik 

interpretasi yang digunakan meliputi 

interpretasi gramatikal, interpretasi sistematis, 

interpretasi historis, dan interpretasi teleologis 

sesuai dengan kebutuhan analisis pada setiap 

substansi kajian. 

 

HASIL  

  Berdasarkan analisis terhadap bahan 

hukum primer, sekunder, dan tersier yang 

telah dikumpulkan, penelitian ini 

menghasilkan temuan-temuan sebagai 

berikut. 

 

Kelemahan Struktural Kerangka Hukum 

Perlindungan Konsumen Indonesia 

  Analisis terhadap UUPK 

mengungkapkan bahwa undang-undang ini 

mengandung kelemahan struktural yang 

bersifat fundamental ketika dihadapkan pada 

realitas ekosistem platform digital. 

Kelemahan pertama terletak pada definisi 

subjek hukum yang tidak adaptif. Pasal 1 

angka 3 UUPK mendefinisikan pelaku usaha 

sebagai "setiap orang perseorangan atau 

badan usaha, baik yang berbentuk badan 

hukum maupun bukan badan hukum." 

Definisi ini secara teoritis mencakup 

platform digital, namun gagal menangkap 

kekhasan peran platform sebagai perantara 

multisisi yang secara fundamental berbeda 

dari pelaku usaha konvensional. 

  Platform digital seperti marketplace 

tidak sekadar menjadi perantara pasif, 

melainkan secara aktif membentuk kondisi 

transaksi melalui algoritma penetapan harga, 

sistem reputasi, mekanisme kurator produk, 

dan pengelolaan data pengguna. Konsep ini 

dikenal dalam literatur hukum sebagai 

"active intermediary" yang berbeda dari 

"mere conduit" atau "hosting provider." 

Kekosongan normatif dalam membedakan 

dua kategori ini menyebabkan 

ketidakpastian hukum yang signifikan dalam 

penentuan tanggung jawab. 

  Kelemahan kedua berkaitan dengan 

rezim tanggung jawab hukum. UUPK 

menganut sistem tanggung jawab produk 

yang berbasis pada konsep pembuktian 

kesalahan (fault-based liability) dan 

tanggung jawab produk (product liability). 

Dalam ekosistem digital, model tanggung 

jawab ini menghadapi tantangan 

epistemologis yang serius: ketika konsumen 

mengalami kerugian akibat produk yang 

dibeli melalui marketplace, siapakah yang 

bertanggung jawab - penjual, platform, atau 

keduanya secara tanggung renteng? UUPK 

tidak memberikan jawaban normatif yang 

tegas atas pertanyaan ini. 

  Penelitian terhadap putusan 

Mahkamah Agung periode 2018-2023 

menunjukkan bahwa dari 47 perkara yang 

melibatkan sengketa transaksi platform 

digital, terdapat inkonsistensi dalam 34 

perkara (72,3%) terkait penetapan pihak 

yang bertanggung jawab. Kondisi ini 
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mencerminkan ketidakmampuan kerangka 

hukum yang ada untuk memberikan kepastian 

hukum. 

  Kelemahan ketiga adalah lemahnya 

perlindungan atas hak-hak konsumen digital. 

Pasal 4 UUPK menetapkan sembilan hak 

konsumen yang pada dasarnya masih relevan, 

namun tidak mencakup hak-hak yang muncul 

secara spesifik dalam konteks digital, seperti: 

hak atas portabilitas data (data portability), 

hak untuk memahami logika algoritma yang 

memengaruhi keputusan konsumen (right to 

explanation), hak untuk tidak tunduk pada 

keputusan otomatis yang berdampak 

signifikan (right against automated decision-

making), dan hak atas konektivitas yang adil 

(digital inclusivity rights). 

 

Kesenjangan Regulasi dalam Ekosistem 

Platform Digital 

  Di luar UUPK, ekosistem regulasi 

perlindungan konsumen digital di Indonesia 

menampilkan setidaknya lima kesenjangan 

regulasi kritis yang teridentifikasi dari hasil 

penelitian ini. 

  Kesenjangan pertama adalah 

fragmentasi regulasi. Perlindungan konsumen 

digital di Indonesia diatur dalam setidaknya 

12 instrumen regulasi yang tersebar di 

berbagai kementerian dan lembaga, tanpa 

koordinasi normatif yang memadai. 

Fragmentasi ini menciptakan tumpang tindih, 

kontradiksi antar-regulasi, dan celah 

perlindungan yang dieksploitasi oleh pelaku 

usaha yang tidak bertanggung jawab. Sebagai 

ilustrasi, pengaturan mengenai layanan 

keuangan digital melibatkan setidaknya tiga 

otoritas berbeda: Otoritas Jasa Keuangan 

(OJK), Bank Indonesia (BI), dan Kementerian 

Perdagangan, dengan standar perlindungan 

konsumen yang tidak selalu selaras. 

  Kesenjangan kedua adalah 

kekosongan regulasi platform gatekeeper. 

Indonesia belum memiliki regulasi yang 

secara spesifik mengatur platform dengan 

kekuatan pasar dominan (gatekeeper 

platforms). Berbeda dengan Uni Eropa yang 

telah menetapkan Digital Markets Act (DMA) 

untuk mengatur platform gatekeeper, 

Indonesia masih bergantung pada ketentuan 

persaingan usaha yang bersifat umum 

melalui Undang-Undang Nomor 5 Tahun 

1999, yang tidak dirancang untuk 

menghadapi dinamika pasar digital yang 

berkarakteristik winner-takes-all. 

  Kesenjangan ketiga berkaitan 

dengan mekanisme penyelesaian sengketa. 

BPSK sebagai lembaga penyelesaian 

sengketa konsumen yang ditetapkan UUPK 

menghadapi keterbatasan kapasitas yang 

akut dalam menangani sengketa digital. Data 

Kementerian Perdagangan menunjukkan 

bahwa pada tahun 2022, BPSK secara 

nasional hanya mampu menyelesaikan rata-

rata 156 kasus per tahun, sementara Yayasan 

Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) 

mencatat lebih dari 52.000 pengaduan 

konsumen terkait transaksi digital pada 

periode yang sama. Kesenjangan antara 

kapasitas penyelesaian dan volume sengketa 

ini mencapai rasio 1:333. 

  Kesenjangan keempat adalah 

ketiadaan kewajiban transparansi algoritma. 

Tidak ada regulasi di Indonesia yang 

mewajibkan platform untuk 

mengungkapkan logika kerja algoritma 

kepada konsumen atau kepada regulator. 

Kondisi ini menciptakan asimetri informasi 

yang ekstrem dan berpotensi memfasilitasi 

praktik diskriminasi harga, manipulasi 

peringkat, serta penyalahgunaan posisi 

dominan yang merugikan konsumen. 

  Kesenjangan kelima adalah 

lemahnya penegakan hukum lintas batas. 

Sebagian besar platform digital yang 

beroperasi di Indonesia merupakan entitas 

yang berinkorporasi di yurisdiksi asing. 

Ketentuan Pasal 7 PP Nomor 71 Tahun 2019 

yang mewajibkan platform asing untuk 

memiliki perwakilan di Indonesia 

merupakan langkah yang tepat, namun 

implementasinya masih belum optimal dan 

sanksinya tidak memberikan efek jera yang 

memadai. 

 

PEMBAHASAN 

  Temuan-temuan penelitian di atas 

membuka ruang pembahasan yang 

mendalam mengenai arah rekonstruksi 

kerangka hukum perlindungan konsumen 
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digital di Indonesia. Pembahasan ini meliputi 

analisis kritis atas temuan, komparasi dengan 

regulasi internasional, serta perumusan model 

rekonstruksi yang komprehensif. 

 

Rekonstruksi Kerangka Hukum 

Perlindungan Konsumen Digital 

  Bertolak dari analisis kelemahan dan 

kesenjangan yang telah diidentifikasi, 

penelitian ini merumuskan kerangka 

rekonstruksi hukum perlindungan konsumen 

digital yang mencakup lima pilar utama. 

  Pilar Pertama: Redefinisi Subjek 

Hukum Platform Digital. Rekonstruksi harus 

dimulai dari penetapan kedudukan hukum 

platform digital sebagai subjek hukum 

mandiri dengan hak dan kewajiban yang 

proporsional dengan perannya dalam 

ekosistem digital. Platform digital perlu 

diklasifikasikan berdasarkan fungsi dan 

kekuatan pasarnya ke dalam beberapa 

kategori: (a) platform gatekeeper dengan 

kekuatan pasar dominan; (b) platform 

menengah dengan peran fasilitasi signifikan; 

dan (c) platform kecil dengan peran fasilitasi 

terbatas. Setiap kategori memikul kewajiban 

hukum yang berbeda, dengan beban regulasi 

yang proporsional terhadap dampak dan 

kekuatan pasarnya. Pendekatan ini selaras 

dengan prinsip proportionality yang menjadi 

landasan DSA Uni Eropa. 

  Pilar Kedua: Integrasi Rezim Strict 

Liability Termodifikasi. Dalam ekosistem 

platform digital, penerapan fault-based 

liability terbukti tidak efektif karena kesulitan 

pembuktian yang dihadapi konsumen akibat 

asimetri informasi yang ekstrem. 

Rekonstruksi kerangka hukum perlu 

mengintegrasikan prinsip strict liability yang 

dimodifikasi (modified strict liability) untuk 

platform gatekeeper dalam hal kerugian 

konsumen yang timbul dari transaksi yang 

difasilitasi oleh platform. Platform 

bertanggung jawab secara penuh kecuali 

dapat membuktikan bahwa kerugian bukan 

disebabkan oleh kelalaian dalam sistem 

pengawasan, verifikasi mitra, atau 

pengelolaan data. Modifikasi ini berbeda dari 

strict liability absolut karena masih membuka 

ruang pembelaan bagi platform yang dapat 

membuktikan telah menjalankan due 

diligence secara memadai. 

  Pilar Ketiga: Pembentukan Lembaga 

Pengawas Terintegrasi. Indonesia 

memerlukan sebuah lembaga pengawas 

khusus yang memiliki mandat komprehensif 

untuk mengawasi perlindungan konsumen 

digital secara terintegrasi. Lembaga ini 

idealnya bersifat independen, lintas sektor, 

dan dilengkapi dengan kewenangan 

investigasi, regulasi, serta penegakan hukum 

yang kuat. Model yang dapat dijadikan 

referensi adalah Federal Trade Commission 

(FTC) Amerika Serikat yang memiliki 

mandat dual dalam perlindungan konsumen 

dan persaingan usaha, atau Competition and 

Markets Authority (CMA) Inggris yang 

telah membentuk unit khusus digital 

markets. Lembaga pengawas terintegrasi ini 

akan mengakhiri fragmentasi pengawasan 

yang selama ini menjadi sumber 

ketidakpastian hukum. 

  Pilar Keempat: Kodifikasi Hak-Hak 

Konsumen Digital. Rekonstruksi 

memerlukan kodifikasi eksplisit hak-hak 

konsumen yang lahir dari konteks digital, 

mencakup: (a) hak atas transparansi 

algoritma, yaitu hak untuk mendapatkan 

penjelasan yang mudah dipahami atas 

keputusan algoritmik yang berdampak pada 

konsumen; (b) hak atas portabilitas data, 

yaitu hak untuk memindahkan data pribadi 

dari satu platform ke platform lain tanpa 

hambatan teknis yang tidak perlu; (c) hak 

atas penghapusan data, yaitu hak untuk 

meminta penghapusan data pribadi yang 

tidak lagi diperlukan untuk tujuan yang telah 

disepakati; (d) hak atas konektivitas yang 

adil, yaitu hak untuk mengakses layanan 

digital tanpa diskriminasi berbasis lokasi 

geografis atau kelompok demografis; dan (e) 

hak atas keamanan digital, yaitu hak untuk 

dilindungi dari pelanggaran keamanan data 

yang berpotensi merugikan secara finansial 

maupun non-finansial. 

  Pilar Kelima: Modernisasi 

Mekanisme Penyelesaian Sengketa. 

Rekonstruksi harus menyertakan 

modernisasi fundamental atas mekanisme 

penyelesaian sengketa konsumen digital, 
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yang mencakup tiga dimensi. Dimensi 

pertama adalah Online Dispute Resolution 

(ODR) yang wajib disediakan oleh platform 

digital sebagai mekanisme penyelesaian 

sengketa tahap pertama yang cepat, murah, 

dan mudah diakses. Dimensi kedua adalah 

penguatan kapasitas BPSK melalui 

transformasi digital dan spesialisasi panel 

arbiter untuk sengketa digital. Dimensi ketiga 

adalah penguatan kerjasama internasional 

melalui perjanjian bilateral dan multilateral 

untuk memfasilitasi penegakan hukum lintas 

batas terhadap platform digital yang 

beroperasi di Indonesia namun berinkorporasi 

di yurisdiksi asing. 

 

Analisis Komparatif dengan Regulasi 

Internasional 

  Komparasi dengan regulasi 

internasional memberikan perspektif yang 

berharga untuk validasi dan pengayaan 

rekonstruksi yang diusulkan. Digital Services 

Act (DSA) Uni Eropa, yang berlaku penuh 

sejak Februari 2024, merupakan regulasi 

paling komprehensif yang mengatur platform 

digital dalam konteks perlindungan 

konsumen. DSA menetapkan kewajiban yang 

berjenjang berdasarkan ukuran dan dampak 

platform, dengan kewajiban paling ketat 

diberlakukan kepada Very Large Online 

Platforms (VLOPs) dan Very Large Online 

Search Engines (VLOSEs) yang memiliki 

lebih dari 45 juta pengguna aktif bulanan di 

Uni Eropa. 

  Elemen DSA yang paling relevan 

untuk diadaptasi dalam rekonstruksi kerangka 

hukum Indonesia mencakup: kewajiban 

transparansi sistem rekomendasi, larangan 

iklan bertarget berdasarkan profiling data 

sensitif, kewajiban penilaian risiko sistemik, 

serta mekanisme tanggapan krisis. Sementara 

itu, regulasi Tiongkok melalui Personal 

Information Protection Law (PIPL) 2021 dan 

E-Commerce Law 2018 memberikan contoh 

pendekatan yang lebih direktif dalam 

mengatur platform digital, dengan mekanisme 

penegakan yang kuat melalui denda 

administratif yang signifikan. 

  India melalui Consumer Protection (E-

Commerce) Rules 2020 dan Digital Personal 

Data Protection Act 2023 menunjukkan 

trajectory regulasi yang memiliki kemiripan 

kontekstual dengan Indonesia sebagai 

negara berkembang dengan pasar digital 

yang besar. Regulasi India mewajibkan 

platform e-commerce untuk memberikan 

informasi lengkap tentang penjual, 

menyediakan mekanisme pengembalian 

barang yang jelas, serta melarang praktik 

penyalahgunaan posisi dominan untuk 

menguntungkan entitas terkait. 

  Sintesis komparatif menunjukkan 

bahwa kerangka rekonstruksi yang 

diusulkan dalam penelitian ini memiliki 

landasan empiris yang kuat dari pengalaman 

yurisdiksi lain, namun tetap perlu diadaptasi 

dengan mempertimbangkan konteks sosial-

hukum Indonesia, kapasitas institusional 

yang ada, serta tahapan perkembangan 

ekosistem digital nasional. 

 

SIMPULAN  

 Berdasarkan analisis yang telah 

dilakukan, penelitian ini menghasilkan tiga 

kesimpulan utama. 

1. kerangka hukum perlindungan 

konsumen Indonesia yang berlaku, 

dengan UUPK sebagai instrumen 

utamanya, mengandung kelemahan 

struktural yang fundamental dalam 

menghadapi ekosistem platform digital, 

yang meliputi ketidakadaptifan definisi 

subjek hukum, ketidakmemadaian 

rezim tanggung jawab, dan keterbatasan 

katalog hak konsumen digital. 

2. terdapat lima kesenjangan regulasi kritis 

dalam perlindungan konsumen digital 

Indonesia, yaitu: fragmentasi regulasi 

lintas sektor, kekosongan regulasi 

platform gatekeeper, 

ketidakmemadaian mekanisme 

penyelesaian sengketa, ketiadaan 

kewajiban transparansi algoritma, dan 

lemahnya penegakan hukum lintas 

batas. Kesenjangan-kesenjangan ini 

secara kolektif menciptakan defisit 

perlindungan yang signifikan bagi 

konsumen digital Indonesia. 

3. Rekonstruksi kerangka hukum 

perlindungan konsumen digital yang 
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responsif memerlukan pendekatan 

sistemik yang mencakup lima pilar: 

redefinisi subjek hukum platform digital 

dengan klasifikasi berbasis risiko dan 

kekuatan pasar; integrasi rezim strict 

liability termodifikasi untuk platform 

gatekeeper; pembentukan lembaga 

pengawas terintegrasi yang mandiri dan 

lintas sektor; kodifikasi hak-hak 

konsumen digital yang komprehensif; 

serta modernisasi mekanisme 

penyelesaian sengketa berbasis teknologi. 
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